ANALISIS YURIDIS TERHADAP CACAT KEHENDAK
DALAM SENGKETA PERTANAHAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 218/PDT.PLW/2017/PN BTM)

SKRIPSI

Yachlam Pudavana
20210090043

Y

Nusa Putra
—UNIVERSITY—

3

<

131
. 2002

\Y/

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025



LEMBAR PERNYATAAN

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP CACAT
KEHENDAK DALAM SENGKETA
PERTANAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 218/PDT.PLW/2017/PN BTM)
NAMA : YACHLAM PUDAYANA

NIM ¢ 20210090043

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini
adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-
masing telah saya jelaskan sumbernya. jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain
yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karya-nya, yang disertai dengan bukti-
bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum

(S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 08 Agustus 2025

Materai 10.000

Yachlam Pudayana
Penulis




LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP CACAT
KEHENDAK DALAM SENGKETA
PERTANAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 218/PDT.PLW/2017/PN BTM)
NAMA : YACHLAM PUDAYANA

NIM ¢ 20210090043

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Sidang Skripsi
tanggal 08 Agustus 2025. Menurut pandangan kami skripsi ini memadai dari segi

kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 08 Agustus 2025

Pembimbing | Pembimbing II

Ujang Badru Jaman, S.H., M.H Muhamad Rizki Abdul Malik, S.H., M.H

NIDN. 0420129103 NIDN. 0417019305
Ketua Penguji Ketua Program Studi Hukum
Armansyah, S.H.. M.H Endah Pertiwi, S.H..M.Kn

NIDN. 0426069302 NIDN. 0424019501

PLH. Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN. 0414058705

i



ABSTRACT

Land disputes are a common problem in Indonesia, generally caused by
inconsistencies in legal documents, invalid agreements, or unlawful acts. This study
discusses the defect of will in land sale and purchase agreements as a factor causing
disputes, with a case study of Decision Number 218/PDT.PLW/2017/PN BTM. This
case began with the transfer of land rights through a Sale and Purchase Agreement
without fulfilling the objective and subjective elements as stipulated in Article 1320
of the Civil Code, specifically regarding agreements that are free from coercion,
error, or fraud. The dispute arose due to the inconsistency between the initial
agreement of the buyer and seller with the provisions of applicable land law, plus
the status of the developer who went bankrupt before the name change process. By
using normative juridical methods through statutory, conceptual, and case study
approaches, this study found that the defect of will in the form of fraud and the
buyer's ignorance of the legal status of the land caused the agreement to be
canceled and caused losses to third parties in good faith. Transferring rights
without considering the legal status and land registration procedures constitutes an
unlawful act under Article 1365 of the Civil Code. The judge's considerations do
not fully reflect substantive justice and legal certainty, as the disputed object has
been legally transferred to a third party. This research emphasizes the need for legal
protection for buyers in good faith and strengthening land administration
mechanisms to prevent the recurrence of similar disputes..

Keywords: Land Disputes, Defective Will, Unlawful Acts, Agreements..
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ABSTRAK

Sengketa pertanahan merupakan persoalan yang sering muncul di Indonesia,
umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian dokumen hukum, perjanjian tidak sah,
atau tindakan melawan hukum. Penelitian ini membahas cacat kehendak dalam
perjanjian jual beli tanah sebagai faktor penyebab sengketa, dengan studi kasus
Putusan Nomor 218/PDT.PLW/2017/PN BTM. Kasus ini berawal dari pengalihan
hak atas tanah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanpa terpenuhinya unsur
objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata,
khususnya mengenai kesepakatan yang bebas dari paksaan, kekhilafan, atau
penipuan. Sengketa timbul karena ketidaksesuaian antara perikatan awal pembeli
dan penjual dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku, ditambah status
developer yang pailit sebelum proses balik nama. Dengan menggunakan metode
yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi
kasus, penelitian ini menemukan bahwa cacat kehendak berupa penipuan dan
ketidaktahuan pembeli terhadap status hukum tanah menyebabkan perjanjian dapat
dibatalkan serta menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga beritikad baik. Tindakan
pengalihan hak tanpa memperhatikan status hukum dan prosedur pendaftaran tanah
termasuk perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata.
Pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan
kepastian hukum, karena objek sengketa telah berpindah kepada pihak ketiga secara
sah. Penelitian ini menegaskan perlunya perlindungan hukum bagi pembeli
beritikad baik serta penguatan mekanisme administrasi pertanahan untuk mencegah
terulangnya sengketa serupa.

Kata Kunci: Sengketa Pertanahan, Cacat Kehendak, Perbuatan Melawan
Hukum, Perjanjian
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pertanyaan yang menggantung dalam benak “Mungkin memang belum
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kepala “Apakah aku benar-benar ada? Apakah ini nyata, atau hanya ilusi yang
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panjang? Jika api di mimpi sama panasnya dengan api di dunia, lalu di mana
letak kebenaran?”” Sampai akhirnya, dalam sebuah buku, penulis menemukan
kalimat dari René¢ Descartes yang menyalakan kembali kesadaran “Aku
berpikir, maka aku ada.” Dari sana penulis menyadari “Mungkin bukan
kenyataan yang membentuk keberadaan, melainkan pikiran.” Mimpi dan
dunia nyata hanyalah dua sisi dari satu kesadaran yang sama. Kenyataan bisa
berubah, waktu bisa bergeser, namun selama manusia masih berpikir, masih
merasa, maka ia ada. Dan pada akhirnya, skripsi ini bukan lagi sekadar tugas
akademik, melainkan perjalanan menemukan diri di antara kehilangan,
kebingungan, dan kesadaran akan eksistensi. Bahwa di tengah duka dan
mimpi yang kabur, manusia tetap hidup selama ia berpikir, berjuang, dan
mencintai. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan
dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan
saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan
datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun praktis.
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BAB YV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai perkara Nomor
218/PDT.PLW/2017/PN BTM.

Analisis terhadap putusan Nomor 218/Pdt.PIw/2017/PN Btm, Majelis Hakim
telah menunjukkan pertimbangan yang sistematis dan komprehensif dalam menilai
perkara perlawanan yang diajukan oleh Eka Yasma Yanti selaku Pelawan terhadap
PT. Tri Tunas Mekar dan Suwarto selaku Terlawan I dan Terlawan II. Perkara ini
bermula dari sengketa kepemilikan sebidang tanah dan bangunan di Komplek
Perumahan Citra Batam Blok C No.102 berdasarkan SHGB No. 3870 seluas 144
m?, dimana Pelawan mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan pembelian dari
kurator YUDHI WIBHISANA melalui Akta Jual Beli Nomor 64/2014 tanggal 7
Maret 2014. Dalam menilai permohonan provisi yang diajukan Pelawan, Majelis
Hakim dengan tegas menolak permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan
hukum yang matang.

Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 191 RBg serta pedoman teknis
administrasi dan teknis peradilan perdata umum yang menyebutkan bahwa hakim
wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, terutama apakah
memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi
hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang

lebih besar. Majelis Hakim menilai bahwa permohonan provisi Pelawan tidak

94
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menguraikan secara jelas dasar diajukannya permohonan provisi tersebut dan tidak
terdapat urgensi yang memerlukan perlindungan segera terhadap hak Pelawan.

Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengidentifikasi inti permasalahan
dengan pertanyaan: "Apakah Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan
benar?" Untuk menjawab pertanyaan ini, Hakim menerapkan ketentuan beban
pembuktian berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1980 No.1450 K/Pdt/1986, dimana
kewajiban pembuktian dibebankan kepada Pelawan karena perlawanannya
disangkal oleh Terlawan. Pendekatan ini menunjukkan konsistensi Hakim dalam
menerapkan prinsip-prinsip hukum pembuktian yang berlaku dalam sistem
peradilan perdata Indonesia.

Majelis Hakim melakukan evaluasi yang detail dan kritis terhadap setiap
dokumen. Terhadap bukti P-1 berupa fotokopi KTP Eka Yasma Yanti, Hakim
mengakui bahwa dokumen tersebut membuktikan Pelawan memang berdomisili di
objek perkara, namun dengan tegas menyatakan bahwa hal ini tidaklah
menunjukkan bahwa Pelawan memiliki hak atas rumah tersebut. Evaluasi terhadap
bukti P-2 yaitu fotokopi Akta Jual Beli No. 64/2014 menunjukkan bahwa meskipun
terdapat transaksi jual beli antara PT. Igata Jaya Perdania dengan Pelawan,
keabsahan transaksi tersebut patut dipertanyakan mengingat dilakukan dalam
kondisi hukum yang bermasalah.

Pertimbangan yang paling krusial dalam adalah analisis kronologis oleh
Majelis Hakim. Yang dimana pada April 2012 telah diletakkan Penetapan Sita

Jaminan Nomor 133/PDT.G/2011/PN.BTM, kemudian pada Desember 2012 PT.
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Igata Jaya Perdania dinyatakan pailit melalui Putusan Pailit No. 05-HP-
15/Pailit/2012/PN. Niaga Jakarta Pusat. Baru kemudian pada Maret 2014, Akta Jual
Beli antara kurator dengan Pelawan dibuat. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa
jual beli terjadi setelah ada peletakan sita terhadap objek perkara, yang menurut
hukum tidak dibenarkan bahkan jika dilakukan oleh kurator sebagai pengurus dan
pengawas harta pailit.

Kelemahan posisi Pelawan semakin nyata ketika Majelis Hakim
mengevaluasi kekuatan alat bukti yang diajukan. Pelawan hanya menghadirkan satu
orang saksi bernama Sulaiman, yang menurut penilaian Hakim, satu saksi bukanlah
alat bukti yang sempurna dalam hukum pembuktian perdata dan tidak didukung
oleh bukti-bukti lainnya yang relevan. Hal ini berbeda dengan bukti-bukti yang
diajukan oleh Terlawan I bertanda TI-1 sampai dengan TI-9, yang dinilai Hakim
secara yuridis lebih kuat dan mampu membuktikan bahwa Pelawan tidak lagi
berhak atas kepemilikan tanah dan bangunan objek perkara, serta tindakan
Terlawan I tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan Majelis Hakim mencerminkan penerapan asas-asas hukum
yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip prior in tempore (yang
lebih dulu dalam waktu) diterapkan dengan konsisten, dimana hak Terlawan I
sebagai kreditor yang telah memperoleh sita jaminan lebih dulu mendapat
perlindungan hukum dibandingkan dengan klaim Pelawan yang muncul kemudian.
Hakim juga menegaskan prinsip bahwa transaksi yang dilakukan setelah peletakan
sita adalah tidak sah menurut hukum, terlepas dari itikad baik para pihak yang

melakukan transaksi. Dalam perlindungan hukum, meskipun Pelawan mungkin
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dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik yang tidak mengetahui adanya
sita atas objek perkara.

Majelis Hakim tetap mengutamakan kepastian hukum dengan melindungi
hak-hak yang telah diperoleh melalui proses hukum yang sah. Pendekatan ini
sejalan dengan prinsip caveat emptor atau pembeli waspada, yang menekankan
pentingnya kehati-hatian dalam setiap transaksi, khususnya transaksi properti.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan
bahwa Pelawan tidak dapat menguatkan dan membuktikan dalil perlawanannya,
sehingga Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar (kwaad opposant)
dan perlawanannya tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak. Putusan ini
mencerminkan konsistensi pengadilan dalam menegakkan kepastian hukum dan
melindungi hak-hak yang telah diperoleh melalui proses peradilan yang sah,
sekaligus memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kehati-hatian dalam
transaksi properti dan pentingnya pemeriksaan status hukum objek sebelum
melakukan transaksi pembelian.

Terdapat ketidakpastian hukum yang timbul dari putusan tersebut dimana
hakim tidak mempertimbangkan tindakan kurator yang jelas melanggar Pasal 69
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengharuskan kurator
melakukan penelitian menyeluruh terhadap status hukum aset debitor pailit sebelum
melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan. Dari perspektif tanggung jawab
kurator, Kurator seharusnya melakukan penelitian di BPN untuk memastikan tidak
ada sita, blokir, atau pembebanan lainnya terhadap properti yang akan dijual. Selain

itu, kurator juga wajib melakukan penelusuran di pengadilan untuk
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mengidentifikasi apakah terdapat sengketa yang sedang berlangsung terkait aset
tersebut. Kelalaian ini tidak hanya merugikan Eka Yasma Yanti sebagai Pelawan
sekaligus pembeli, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap
kinerja kurator dalam menjalankan tugasnya.

Keabsahan perjanjian jual beli antara kurator dengan Eka Yasma Yanti
mengandung cacat hukum fundamental karena objek yang diperjualbelikan sedang
dalam status sita jaminan. Berdasarkan prinsip hukum kebendaan, barang yang
sedang disita tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain tanpa
persetujuan pengadilan atau pihak yang berkepentingan. Meskipun Eka mengklaim
sebagai pembeli beritikad baik yang tidak mengetahui adanya sita jaminan, namun
dalam hukum berlaku prinsip presumptio juris tantum bahwa setiap orang dianggap
mengetahui hukum. Pembeli yang berhati-hati seharusnya melakukan pengecekan
status hukum properti sebelum melakukan transaksi pembelian, sehingga klaim
ketidaktahuan Eka tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Keputusan hakim yang menyatakan Eka Yasma Yanti sebagai pelawan yang
tidak benar (kwaad opposant) dan menolak perlawanannya sudah tepat dari segi
hukum. Hakim menerapkan prinsip prior in tempore potior in jure (yang lebih
dahulu dalam waktu, lebih kuat dalam hak) dengan memberikan perlindungan
kepada PT. Tri Tunas Mekar yang telah meletakkan sita jaminan lebih dahulu (April
2012) dibandingkan dengan pembelian Eka (Maret 2014). Selain itu, hakim juga
mempertimbangkan bahwa Eka tidak dapat memperoleh hak yang lebih baik dari
pemberi hak (nemo plus juris principle), mengingat kurator tidak memiliki

kewenangan untuk menjual aset yang sedang dalam status sita. Pertimbangan hakim
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juga didukung oleh ketidakcukupan alat bukti yang diajukan Eka, yang hanya
menghadirkan satu orang saksi tanpa didukung bukti-bukti lain yang kuat.

Terdapat beberapa aspek yang dapat dikritisi dalam pertimbangan ini.
Pertama, Hakim tampaknya kurang memberikan pertimbangan mendalam terhadap
aspek itikad baik Pelawan. Meskipun secara hukum formal transaksi setelah sita
memang tidak sah, namun dalam konteks perlindungan konsumen dan pembeli
beritikad baik, seharusnya ada pertimbangan yang lebih melindungi hak-hak
Pelawan yang mungkin dirugikan akibat kelalaian kurator atau ketidaktahuan akan
status hukum objek.

Kedua, pertimbangan Hakim mengenai peran dan tanggung jawab kurator
dalam transaksi ini terkesan kurang mendalam. Kurator memiliki kewajiban
fiduciary duty (Amanah) yang tinggi dalam mengelola harta pailit, dan jika benar
kurator melakukan penjualan atas objek yang telah disita, hal ini dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban profesi yang serius. Hakim
seharusnya memberikan pertimbangan yang lebih detail mengenai aspek ini, karena
dapat berimplikasi pada tanggung jawab kurator dan perlindungan terhadap pihak
ketiga beritikad baik.

Ketiga, dari perspektif kebijakan hukum, putusan ini mencerminkan
pendekatan yang sangat formalistik dalam menerapkan aturan hukum. Meskipun
pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang tinggi, namun dalam konteks
keadilan distributif, dapat dipertanyakan apakah ini benar-benar mencerminkan

keadilan yang substansial. Pelawan yang telah mengeluarkan dana untuk membeli
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properti dan telah berdomisili di lokasi tersebut selama bertahun-tahun, pada
akhirnya kehilangan hak tanpa mendapatkan kompensasi yang memadai.

Keempat, aspek caveat emptor (Pembeli berhati-hatilah) dalam transaksi
properti memang menjadi pelajaran penting dari kasus ini. Namun, perlu
dipertimbangkan bahwa tidak semua pembeli memiliki pengetahuan hukum yang
memadai atau akses informasi yang sama untuk melakukan pemeriksaan status
hukum objek secara menyeluruh. Dalam hal ini, peran notaris sebagai pejabat
publik yang membuat akta jual beli juga patut dipertanyakan, mengingat seharusnya
notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa transaksi yang dibuatnya
tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Kelima, dari aspek metodologi hukum, Hakim telah menerapkan metode
penafsiran hukum yang konsisten dengan menggunakan interpretasi sistematis
terhadap ketentuan yang berlaku. Rujukan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung
dan pedoman teknis juga menunjukkan upaya Hakim untuk memastikan konsistensi
dengan putusan-putusan sebelumnya. Namun, dalam kasus yang melibatkan
benturan antara kepastian hukum dan keadilan substantif seperti ini, mungkin
diperlukan pendekatan interpretasi yang lebih berpandangan secara menyeluruh
dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dan teleologis dari ketentuan
hukum yang berlaku.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat dinilai sebagai putusan
yang secara teknis yuridis sudah tepat dan konsisten dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Namun, dari perspektif keadilan yang lebih luas, putusan ini menimbulkan

pertanyaan mengenai keseimbangan antara perlindungan kreditor, kepastian
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hukum, dan perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik. Kasus ini juga
menegaskan pentingnya reformasi dalam sistem informasi hukum dan registrasi
properti yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, serta perlunya
peningkatan standar profesionalisme kurator.

Menurut teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles, putusan ini dapat
dianalisis melalui dua konsep utama keadilan, yaitu keadilan distributif dan
keadilan korektif. Keadilan distributif (distributive justice) berkaitan dengan
pembagian yang proporsional sesuai dengan merit atau kelayakan masing-masing
pihak, sedangkan keadilan korektif (corrective justice) berkaitan dengan pemulihan
keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan atau kerugian. Dalam kasus ini, hakim
telah menerapkan keadilan distributif dengan memberikan perlindungan hukum
kepada PT. Tri Tunas Mekar yang memiliki hak lebih dahulu dan lebih kuat
berdasarkan sita jaminan yang sah, sementara menolak klaim Eka Yasma Yanti yang
haknya cacat secara hukum. Keputusan ini mencerminkan prinsip Aristotes bahwa
keadilan harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya
berdasarkan merit dan kedudukan hukumnya yang sah.

Perspektif keadilan korektif Aristoteles, meskipun putusan ini telah
memulihkan hak PT. Tri Tunas Mekar, namun belum sepenuhnya memberikan
keadilan bagi Eka Yasma Yanti yang menjadi korban kelalaian kurator. Aristoteles
menekankan bahwa keadilan korektif harus memulihkan keseimbangan dengan
mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi semula sebelum terjadinya
ketidakadilan. Dalam hal ini, meskipun hakim dengan tepat menolak perlawanan

Eka terhadap eksekusi, namun tidak memberikan solusi atas kerugian yang
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dialaminya akibat tindakan kurator yang melanggar kewajiban profesionalnya.
Keadilan korektif menghendaki agar Eka dapat memperoleh ganti rugi dari kurator
Yudhi Wibhisana yang telah bertindak di luar kewenangannya dengan menjual aset
yang sedang dalam sengketa, sehingga keseimbangan dapat dipulihkan melalui
kompensasi yang setimpal.

Konsep keadilan Aristoteles juga menekankan pentingnya proporsionalitas
dalam penerapan hukum, di mana setiap tindakan harus mendapat konsekuensi
yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam kasus ini, kurator yang telah melanggar
Pasal 69 UU Kepailitan seharusnya mendapat sanksi yang proporsional dengan
tingkat kelalaiannya, tidak hanya sanksi administratif tetapi juga
pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan No. 218/Pdt.Plw/2017/PN Btm dari
perspektif cacat kehendak dalam konteks sengketa pertanahan, dapat disimpulkan
bahwa kasus ini menunjukkan adanya kekhilafan fundamental (error in substantia)
dalam perjanjian jual beli antara kurator dengan Eka Yasma Yanti. Kekhilafan
tersebut terjadi karena baik kurator maupun pembeli tidak mengetahui atau
mengabaikan status hukum sebenarnya dari objek tanah yang diperjualbelikan,
yaitu bahwa properti tersebut sedang dalam keadaan disita jaminan sejak tahun
2012. Cacat kehendak ini menjadikan perjanjian tersebut seharusnya dapat
dibatalkan karena kesepakatan yang terbentuk tidak didasari oleh pengetahuan yang

benar mengenai substansi objek perjanjian.
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B. Implikasi Pasal 1320, 1321 dan Pasal 1365 KUHPerdata dalam kasus
perkara perdata (studi kasus putusan Nomor 218/PDT.PLW/2017/PN
BTM).

Syarat sahnya sebuah perjanjian diatur secara komprehensif dalam Pasal 1320
KUHPerdata, Pasal 1321 menjabarkan kondisi-kondisi cacat kehendak yang dapat
menggugurkannya. Pasal 1365 KUHPerdata menjadi rujukan utama untuk menilai
dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang dikategorikan sebagai
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pasal 1320 mendefinisikan
empat unsur utama kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang
halal sebagai syarat formal dan materiil yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian
dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum.'>’

1. Implikasi Pasal 1320, KUHPerdata Terhadap Putusan Nomor
218/PDT.PLW/2017/PN BTM

Pasal 1320 KUHPerdata merupakan dasar hukum fundamental dalam
menilai sah atau tidaknya sebuah perjanjian dalam hukum perdata Indonesia.
158

Dalam pasal ini disebutkan empat syarat utama yang harus dipenuhi, yakni:

adanya kesepakatan para pihak;
kecakapan untuk membuat perikatan;
adanya objek tertentu;

/e o P

sebab yang halal.
Syarat pertama dan kedua termasuk dalam kategori syarat subyektif,

sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif. Jika syarat obyektif

157 1 Komang Mahesa Putra dkk, “Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab
Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet”, Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar, Bali, Jurnal Analogi Hukum, 2 (1) (2020), hlm. 76.

158 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (nietig), sedangkan
ketidakterpenuhan syarat subyektif memungkinkan perjanjian dibatalkan
(vernietighaar) melalui pengadilan.'>’

Dalam hukum pertanahan Indonesia, PPJB merupakan perjanjian bersifat
obligatoir yang hanya melahirkan hubungan perikatan antara para pihak, bukan
hak kebendaan atas objek tanah. PPJB tidak dicatatkan ke BPN dan tidak dapat
dijadikan dasar untuk melakukan pemblokiran atau pencatatan terhadap
sertifikat hak atas tanah, kecuali telah ditingkatkan menjadi AJB dan dicatatkan
secara administratif.

Dalam kasus yang melibatkan PT IGATA dan Suwarto, meskipun terdapat
putusan pengadilan yang menetapkan sita terhadap hak Suwarto berdasarkan
PPJB, penyitaan tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menghalangi penerbitan
SHGB kepada pihak ketiga, dalam hal ini Eka, apabila tidak terdapat blokir atau
pemberitahuan resmi kepada BPN.

Menurut sudut normatif, tindakan pengadilan yang tidak menyampaikan
penetapan sita ke BPN dapat dibenarkan, karena objek yang disita adalah hak
obligatoir (berdasarkan PPJB) yang belum menjadi hak kebendaan berupa
SHGB atas nama Suwarto.

Menurut praktik hukum acara perdata, sita umumnya diberitahukan
kepada BPN hanya jika objeknya adalah hak atas tanah yang telah bersertifikat.
Dalam kasus Putusan No. 218/Pdt.Plw/2017/PN Btm, diketahui bahwa Suwarto

tidak pernah memiliki sertifikat atas tanah yang disengketakan, sehingga sita

159 R.Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 14
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hanya berlaku terhadap kepentingan perdata pribadi, bukan terhadap tanah
secara faktual. Akibatnya, BPN tidak menerima pemberitahuan dan tetap
berwenang menerbitkan SHGB kepada Eka, yang membeli tanah tersebut secara
sah melalui kurator dengan dokumen formal seperti AJB dan tanpa adanya
catatan blokir.

Berdasarkan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak
ketiga beritikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997,'6°

"Dalam hal sertipikat sudah diterbitkan secara sah untuk seseorang yang

memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasai

objeknya, pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut tidak
dapat menuntut pelaksanaan haknya apabila dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

bersangkutan maupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai
penguasaan atau penerbitan sertipikat tersebut."

Eka telah memenuhi unsur pembelian yang sah, tidak menemukan indikasi
adanya sengketa, serta memperoleh hak atas tanah yang tidak dibebani blokir
maupun sita resmi dari pengadilan. Maka, SHGB yang diperoleh Eka sah secara
administratif dan hukum pertanahan.

Tanggung jawab hukum tetap dapat dibebankan kepada kurator, karena
sebagai pejabat yang mengelola boedel pailit, ia wajib mengetahui dan
mengungkapkan status hukum seluruh aset yang berada dalam penguasaannya.
Jika kurator mengetahui bahwa objek tersebut tengah bersengketa atau pernah

disita  berdasarkan  hubungan hukum sebelumnya, namun tidak

160 Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
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menginformasikannya kepada Eka, maka perbuatannya dapat dikualifikasikan
sebagai penipuan melalui kelalaian (constructive fraud), yang memenuhi unsur
Pasal 1321 KUHPerdata tentang cacat kehendak. Dalam hal ini, perjanjian jual
beli berpotensi dibatalkan karena Eka melakukan transaksi dalam kekhilafan,
atau bahkan karena adanya unsur penipuan yang berasal dari kelalaian
menyampaikan fakta materiil.

Berdasarkan sudut pandang asas keadilan, tindakan kurator yang lalai
menyampaikan status hukum objek merugikan pihak ketiga yang seharusnya
dilindungi oleh sistem hukum. Sementara itu, dari perspektif asas kepastian
hukum, ketidaktertiban administrasi dari pengadilan dan pihak-pihak terkait
turut menimbulkan kerancuan dalam perlindungan hak atas tanah.

2. Implikasi  Pasal 1321, KUHPerdata Terhadap Putusan Nomor
218/PDT.PLW/2017/PN BTM

Dalam perkara penjualan objek yang telah disita tahun 2012 oleh Kurator
PT IGATA, timbul permasalahan yuridis terkait terpenuhinya unsur Pasal 1321
KUHPerdata yang dapat berimplikasi pada batalnya perjanjian jual beli. Pasal
1321 KUHPerdata menyatakan

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan

jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan
paksaan atau penipuan.”

Tindakan kurator yang menjual tanah yang telah disita tanpa
memberitahukan status hukum objek kepada pembeli menimbulkan dugaan kuat
telah terjadi perbuatan penipuan melalui kelalaian atau yang dikenal sebagai

constructive fraud.
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Pejabat yang mengelola dan mewakili kepentingan harta pailit (boedel
pailit), kurator memiliki tanggung jawab hukum dan etika untuk bertindak
dengan itikad baik, transparan, dan profesional yang selaras dengan asas itikat
baik yang menjadi landasan dalam pelaksanaan perikatan dan asas kepercayaan
dalam hukum perdata.

Kurator gagal memberitahu kepada pembeli bahwa objek yang dijual telah
disita dan berstatus sengketa hukum, maka secara hukum pembeli berada dalam
keadaan kekhilafan karena tidak mengetahui fakta materiil yang seharusnya
disampaikan oleh pihak yang memiliki informasi.

Kekhilafan ini memenuhi unsur cacat kehendak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Bahwa kurator secara sengaja menyembunyikan
informasi hukum yang substansial tentang objek tersebut, maka unsur penipuan
terpenuhi. Penipuan tidak hanya mencakup pernyataan yang menyesatkan, tetapi
juga dapat terjadi akibat kelalaian menyampaikan fakta penting yang
menyebabkan pihak lain mengambil keputusan yang merugikan dirinya.

Perspektif asas keadilan (principle of justice), tindakan kurator tersebut
bertentangan dengan prinsip keadilan substantif karena menyebabkan kerugian
pada pihak pembeli yang bertindak berdasarkan informasi yang tidak lengkap.
Dalam kepastian hukum, tindakan kurator mencederai kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga kepailitan dan menimbulkan ketidakpastian terhadap
perlindungan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan terpenuhinya
unsur-unsur kekhilafan dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321

KUHPerdata, maka perjanjian jual beli atas objek sitaan tersebut dapat
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dimintakan pembatalannya melalui pengadilan. Selain itu, kurator sebagai
pejabat publik dalam kepailitan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara
perdata dan apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat, berpotensi
juga dikenakan pertanggungjawaban pidana atau disipliner sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan
Menteri Hukum dan HAM tentang Etika dan Tanggung Jawab Kurator.

Berdasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum, serta ketentuan normatif
dalam KUHPerdata, maka kurator PT IGATA berpotensi kuat terikat pada Pasal
1321 KUHPerdata, dan perbuatan hukumnya dalam transaksi tersebut patut diuji
keabsahannya di hadapan hukum.

Kurator seharusnya tahu status hukum aset yang dia kuasai sebagai bagian
dari boedel pailit. Jika ia tidak memberitahu Eka bahwa objek sudah disita, jika
kurator membuat alasan dengan alasan dia tidak tahu status sengketa mka patut
di pertanyakan profesionalitasnya. karena kurator sendiri sebelum melakukan
penjualan harus melakukan pengecekan kepada pengadilan, BPN, serta riwayat
mengenai objek yang mau diperjual belikan. Jadi kelalaian (constructive fraud)
yang membuat Eka keliru karena tidak diberitahu status hukum tanah kekhilafan.
3. Implikasi Pasal 1365 KUHPerdata Terhadap Putusan Nomor

218/PDT.PLW/2017/PN BTM

Hukum perdata Indonesia, Pasal 1365 KUHPerdata merupakan dasar
utama untuk menilai tanggung jawab seseorang atau lembaga atas kerugian yang
timbul akibat perbuatan melawan hukum. Penerapan pasal ini menjadi penting

ketika suatu tindakan hukum ternyata berdampak merugikan pihak lain yang
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secara hukum tidak memiliki kaitan langsung dengan sengketa pokok. Dalam
perkara ini,

Pertanggungjawaban Hukum Kurator dalam Penjualan Aset Sitaan dan
Dampaknya terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli. Apabila objek perjanjian
ternyata merupakan objek sengketa yang telah disita oleh pengadilan, maka
unsur "sebab yang halal" tidak terpenuhi dan perjanjian menjadi batal demi
hukum. Dalam penjualan aset pailit oleh Kurator PT. IGATA JAYA PERDANIA,
Dilihat dari sudut pandang Pasal 69 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU. Yang menegaskan bahwa kurator wajib melaksanakan
tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab terhadap harta pailit.

Asas hukum umum dan doktrin fiduciary, ketidaktahuan bukanlah alasan
yang membebaskan kurator dari tanggung jawab, karena seharusnya melakukan
pemeriksaan menyeluruh terhadap status hukum setiap aset sebelum melakukan
tindakan hukum. Kurator wajib memverifikasi status kepemilikan dan legalitas
aset melalui pengecekan ke BPN, pengadilan, dan dokumen perjanjian terdahulu
(seperti PPJB). Dengan demikian, penjualan objek yang telah disita tanpa
transparansi kepada pembeli menunjukkan adanya kelalaian serius, dan
memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1365 KUHPerdata adanya perbuatan yang melanggar hukum, unsur kesalahan
(kelalaian), kerugian nyata (rumah Eka dilelang), dan hubungan kausal langsung
antara tindakan kurator dan kerugian tersebut.

Ketidaktahuan kurator mengenai status sita tidak dapat dijadikan alasan

pembenar (excusable ignorance), mengingat kedudukannya sebagai pejabat
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hukum dengan tanggung jawab profesional tingkat tinggi. Satjipto Rahardjo
dalam doktrin hukumnya menegaskan bahwa hukum tidak melindungi
ketidaktahuan yang lahir dari kelalaian, terutama bagi pejabat yang menjalankan
fungsi hukum formal.'¢!

Tindakan kurator menjual objek yang berstatus sita tanpa pemberitahuan
menyebabkan terjadinya cacat dalam unsur “sebab yang halal” pada perjanjian
jual beli tersebut. Eka sebagai pihak ketiga beritikad baik menjadi korban dari
kelalaian kurator, sehingga berhak mengajukan pembatalan perjanjian
berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata. Dalam hal ini, perjanjian tidak
hanya dapat dibatalkan, tetapi batal demi hukum sejak semula, tanpa
memerlukan putusan pengadilan. Eka juga berhak menuntut ganti rugi
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh kurator.

Keterlibatan BPN hanya dapat dinilai sebagai turut bertanggung jawab jika
terbukti adanya kelalaian administratif, misalnya BPN menerima pemberitahuan
sita dari pengadilan namun tidak mencatatkan status tersebut. Namun, apabila
pengadilan tidak pernah menyampaikan pemberitahuan sita kepada BPN, maka
tidak dapat dibebankan tanggung jawab kepada BPN, dan beban kesalahan tetap
berada pada pengadilan serta kurator.

Prinsip nemo plus iuris, seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang tidak

sah secara hukum, terlebih jika objek jual beli berada dalam status hukum
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terbatas (sita). Penjualan oleh kurator atas objek yang disita tanpa transparansi
mencerminkan pelanggaran serius terhadap asas keadilan dan kepastian hukum,
serta membebani pihak ketiga yang seharusnya dilindungi oleh sistem hukum.
Kurator PT. IGATA merupakan pihak yang paling bertanggung jawab secara
hukum, baik dalam aspek perdata melalui pembatalan perjanjian maupun ganti

rugi atas dasar perbuatan melawan hukum.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 218/Pdt.Plw/2017/PN Btm, dapat
disimpulkan Majelis Hakim telah menjalankan penilaian yang sistematis,
komprehensif, dan konsisten. Hakim dengan tepat menolak permohonan
provisi Pelawan serta menilai bahwa Pelawan tidak berhasil membuktikan
dalilnya secara hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian
hukum dan prinsip prior in tempore potior in jure, yang mengutamakan
perlindungan hak pihak yang lebih dahulu memperoleh kepastian hukum atas
objek perkara. Akantetapi, pertimbangan hakim dianggap masih memiliki
kelemahan, Hakim seharusnya mempertimbangkan mengenai potensi
pertanggungjawaban kurator atas transaksi yang melanggar Pasal 69 UU
Kepailitan, serta memberikan ruang pemulihan bagi pihak ketiga beritikad
baik. Putusan ini menegaskan perlunya reformasi sistem informasi
pertanahan dan peningkatan profesionalisme kurator untuk menjamin
perlindungan hukum yang lebih adil dan merata.

2. Berdasarkan Analisis Perjanjian jual beli oleh kurator PT IGATA atas objek
tanah yang telah disita terbukti melanggar Pasal 1320, 1321, dan 1365
KUHPerdata karena mengandung cacat hukum, baik dari aspek “sebab yang
halal” maupun cacat kehendak akibat kelalaian kurator (constructive fraud).
Kurator lalai menjalankan kewajibannya untuk memverifikasi dan

mengungkapkan status hukum objek, sehingga perbuatan tersebut memenuhi
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unsur perbuatan melawan hukum. Akibatnya, perjanjian dapat dibatalkan
bahkan batal demi hukum, dan pihak ketiga beritikad baik seperti Eka berhak
menuntut ganti rugi. Ketidakjelasan administrasi tidak menghapus tanggung
jawab kurator, yang seharusnya bertindak profesional dan transparan. Dalam
kerangka asas keadilan dan kepastian hukum, kurator patut dimintakan

pertanggungjawaban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Putusan Nomor 218/PDT.PLW/2017/PN BTM
terkait cacat kehendak dalam sengketa pertanahan, maka terdapat saran utama yang
dapat dijadikan bahan pertimbangan guna memperkuat kepastian hukum dan
perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan mekanisme pertanggungjawaban kurator dalam
sistem kepailitan, khususnya terkait transparansi dan verifikasi status hukum
aset sebelum dilakukan tindakan hukum seperti penjualan. Kurator sebagai
pejabat publik harus tunduk pada asas kehati-hatian dan itikad baik.
Penegakan tanggung jawab ini penting untuk mencegah terjadinya perbuatan
melawan hukum dan cacat kehendak dalam perjanjian, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1321 dan 1365 KUHPerdata.

2. Pemerintah perlu melakukan reformasi terhadap sistem informasi pertanahan
dan mempertegas regulasi administratif antara pengadilan, BPN, dan PPAT,
agar setiap status hukum tanah (seperti sita atau sengketa) tercatat secara
seragam dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini bertujuan mencegah

tumpang tindih kewenangan, memberikan perlindungan terhadap pihak
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ketiga beritikad baik, serta menghindari ketidakpastian hukum sebagaimana
yang terjadi dalam kasus ini. Reformasi tersebut juga sejalan dengan asas
keadilan dan kepastian hukum yang diamanatkan dalam sistem hukum

nasional.
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